
WALIKOTA PRABUMULIH
KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

MUIMOR : 385 /KPTS/V/2007
TENTANG

PENI NJUKAN PEJABA PENANDATANGANAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

Menimba 13

Menging 1

DAN SL RAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dafam Negeria
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepal: Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan
atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat
Penge ola Keuangan Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daeral: selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

. bahwa dalam rangka terselenggaranya proses penatausahaan keuanganb.
daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, perlu ditunjuk
Pejahet Penandatanganan Surat Penyediaan Dana ( SPD ) dan Surat
Perintati Pencairan Dana ( SP2D ) di lingkungan Pemerintah Kota
Prabumulih

. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada point ( b) perlu
diatur Jan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih.

, Undan:j — undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota4
Prabumulih (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembe ran Negara RI Nomor 4113 ),

. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan2
Negar.i 4 Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lemb: ran Negara RI Nomor 4286 ):

. Undary-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3
( Lemparan Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran

Negar.1 Rt Nomor 4355 ):
. Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan4
Pencehlaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara
Reputiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Reput:ik Indonesia Nomor 4400),

. Undarg-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan5
Daera1 ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lemb ran Negara RI Nomor 4437 ),

. Undarg-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan6
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438):

. Perattran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan71

Pemsintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lemb: ran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan8
Pertarggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578):
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9, Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedorian Pengelolaan Keuangan Daerah,

10. Peratirar Daerah Kota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pemb:ntukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan
Sekreariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih

(Lemt arah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor 41),

MEMUTUSKAN :

Menunjuk saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini

sebagai Fejahat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana ( SPD ) dan Surat
Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Pemerintah Kota Prabumulih.

Tugas da1 wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah

sebagai barikut :

1. Menndiatangani Surat Penyediaan Dana ( SPD ) dan Surat Perintah
Pencairan Dana ( SP2D ) Pemerintah Kota Prabumulih:

2. Men'arspaikan specimen tanda tangan kepada Bank yang di tunjuk.

Pejabat sebjagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab dan

melapork in kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kedua kepada Walikota
Prabumuln.

Segala yi aya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatian dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2007.

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapakan dan apabila dikemudian

hari terde pat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal 4 ssuscus 2007
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Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Arsik

Bap: « Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
Kep: 11 Badan Pemeriks:1 Keuangan Wilayah II Palembang
Insp: Hur Propinsi Sur alera Selatan di Palembang
Ketu 1 DPRD Kota Prabu mulih

Insp Hur Kota Prabumu ih .

Kep: ii Bank Sumsel Cayang Prabumulih

Kep: Ia Bagian Keuanga" Setda Kota Prabumulih
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